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LANGKAH-LANGKAH KEMENDAGRI PASCA PENETAPAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai

(Ditetapkan tanggal 2 November 2020)

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian Dalam Negeri melakukan langkah-langkah :

PPNo.6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

ditetapkan Tanggal 2 Februari 2021

 Mensosialisasikan UU Nomor
tentang Cipta Kerja kepada Pemerintah Daerah

11 Tahun 2020

« Menyusun dan mensosialisasikan Peraturan

daerah.

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

« Menyusun dan Mensosialisasikan Permendagri tentang
Nomenklatur dan Penyelenggaraan DPMPTSP Daerah

« Melakukan pembinaan dan pengawasanterhadap
pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di



MANDATORIS

1 PERATURAN PEMERINTAH
ATURAN PELAKSANA DIMANDATKAN KEPADA

UU NOMOR 11 TAHUN 2020 KEMENDAGRI
TENTANG CIPTA KERJA

47 PP

%%Aé"

PP NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI
DAERAH

4 Perpres

Pasal 23 Ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2021

‘Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat,
DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau keluranan/desa atau
nama lain atau perangkat kelurahan/desa atau nama fain.”



IMPLEMENTAS| ONLINE SINGLE SUBMISSION (0SS)
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

0SS dan OSS RBA Pasca ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020

PP 24/2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA (OSS RBA)
ELEKTRONIK (OSS
Online Single Sul(wmis;ion Online Single Submission Risk Based Approach
(Ditetapkan tanggal 21 Juni 2018) (Ditetapkan 2 November 2020)
Pendekatan perizinan berbasisizin Perizinan berusaha berbasisresiko
1 1 (perizinan dan pengawasan berdasarkan resikokegiatan)
F_’erizinan tersgbar. diberbagai portaldan Perizinan hanya melalui Sistem OSSsebagai single portal,
tidak terkoordinasi 2 yang terdiri dari Subsistem Informasi, Subsistem Perizinan
dan Subsistem Pengawasan
Regulasi yang Tumpang Tindih dan Interlocking, _ _ _
3 Seperti 1zin Lokasi dengan Izin Lingkungan yang 3 Penyederhanaan Regulasi yang mengaturinvestasi
dari 76 UU menjadil UU Cipta Kerja

Saling Mensyaratkan di Depan

Konfirmasi penggunaan lahan didasarkan atas zonasi

Persyaratan investasi pada beberapa bidang usaha. 4 dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)dan RencanaTata
yang tidak sama, dengan adanya investasiterintegrasi Ruang Wilayah (RTRW)yang diintegrasikan dalamsistem
(persyaratan mengikuti yangterendah) oSS

5 5 Jenis perizinan berusaha
Tidak adanya kepastian ketersediaanlahan Nomor Izin Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin

Bagi kegiatan investasi.



TINGKAT RISIKO & JENIS PERIZINAN BERUSAHA
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NIB BERLAKU SEBAGAI :
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—> ldentitas bagi pelaku usaha untuk periode pertama
- Bukti pendaftaran untuk Hak Akses Kepabeanan Pelaku Usaha.
melakukan kegiatan usaha

Angka Pengenal Impor :

Pelaku usaha harus memilih API-U atau
API-P

/

+ Khusus Pelaku usaha perseorangan
hanya dapat memilih API-P

Pendaftaran kepersertaan untuk:
- Jaminan sosial kesehatan; dan
- jaminan sosial ketenagakerjaan

“ NIB wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha
% Setiap pelaku usaha hanya memiliki 1 (satu) NIB



Kategori Pelaku Usaha

- Persyarikatan atau Persekutuan

Orang - Yayasan

UMK Perseorangan - Perseroan Erbatas (PT)
- Persekutuan Komanditer (CV)
Badan Usaha - Badan Hukum Lainnya
- Persekutuan Firma
- Persekutuan Perdata
- Koperasi
Orang - Perusahaan Umum

SISTEM

“Online Single Submission Perseorangan

(0SS)”

Badan Usaha

- KPPA

-Kantor Perwakilan Jasa Penunjang
Non UMK Perwakilan enaga Listrik Asing

- KP3A

- Kantor Perwakilan BUJKA

-Pemberi Waralaba asing

Badan Usaha Luar - Perdagangan Berjangka
Negeri - Penyelenggara Sistem Elektronik Asing
- Bentuk Usaha Tetap

Online Single Submission (OSS)berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku
usahayang terbagi ke dalam keduakelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil
(UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)



DATAYANG DIPERLUKAN UNTUK MENDAPATKAN HAK AKSES OSS

Orang Perseorangan :

» Mengisi : Nama pelaku usaha + data Nomor Induk
Kependudukan (NIK)

Badan Usaha:

» Mengisi nama + NIK + nomor telepon + alamat email
penanggung jawab perusahaan
» Nomor Pengesahan Badan Usaha

Badan Layanan Umum, perusahaan umum, perusahaan umum
daerah, lembaga penyiaran, badan hukum lainnya,
persyarikatan, atau persekutuan :

» Mengisi nama + NIK + nomor telepon + alamat email
penanggung jawab perusahaan
» Nomor dasar hukum pembentukan.

Kantor Perwakilan dan Badan Usaha Luar Negeri :

Mengisi data :

% Nama dan NIK Kepala Kantor Perwakilan (bila WNI)

% Nama dan Nomor paspor Kepala Kantor Perwakilan (bila WNA)

Data dasar hukum pembentukan meliputi:

a.

badan layanan umum dengan mengisi nomor surat
keputusan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota;

perusahaan umum dengan mengisi nomor peraturan
pemerintah mengenai pendirian perusahaan umum;
perusahaan umum daerah dengan mengisi nomor
peraturan daerah mengenai pendirian perusahaan
umum daerah;

lembaga penyiaran dengan mengisi nomor izin
penyelenggaraan penyiaran;

badan hukum lainnya dengan mengisi nomor pendirian
badan hukum; atau

persyarikatan atau  persekutuan dengan surat

keputusan menteri.




KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA
Bagi Usaha Mikro & Kecil

Diberi Kemudahan :

et

Bagi Pelaku usaha UMK - tingkat risiko rendah.
Diberi kemudahan Perizinan Tunggal berupa NIB sebagai identitas dan legalitas usaha sekaligus berlaku sebagai
Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal.

Diberikan kemudahan dalam persyaratan dasar berupa KKPR dan persetujuan lingkungan.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi kegiatan usaha mikro dan kecil yang
berdampak penting terhadap lingkungan.




PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA BAGI UMK

PELAKU USAHA
UMK

Klik Menu

Permohonan UMK

di OSS dan mengisi

data: Nama & NIK, NPWP
dan rencana permodalan

|

0SS akan

Memvalidasi data:

» Kriteria UMK

» KBLIdan tingkat
risiko
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PENERBITAN KEWAJIBAN PELAKU
PERIZINAN USAHA UMK
BERUSAHA (Untuk Risiko MR, MT & T)

Atas hasil validasi, OSS
menerbitkan perizinan
berusaha :

» Untuk risiko MR, MT wajib
memenuhi persyaratan SS
Untuk risiko T, wajib
memenuhi persyaratan lzin
wajib memperhatikan
aspek:

- keamanan,

- keselamatan,

- kesehatan, dan

—> lingkungan hidup.

Y

Risiko
Rendah = terbit NIB

Y

Risiko Menengah
Rendah/Menengah Tinggi/
- terbit NIB + SS
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Risiko Tinggi = terbit NIB +
Izin
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PEMBINAAN OLEH K/L/D,
Aministrator KEK, Badan
Pengusahaan KPBPB

K/L/D, Administrator KEK, dan
Badan Pengusahaan KBPB
melakukan pembinaan kepada
UMK dalam pemenuhan
persyaratan SS dan/atau
persyaratan izin
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